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ABSTRAK 
Gunawan Arung La’lang (B11109369), Tinjauan Kriminologis Terhadap 
Kejahatan Pencurian Barang Bersejarah , Di Bimbing Oleh  Imran Arief 
dan Dara Indrawati. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui faktor-
faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Kejahatan Pencurian Barang 
Bersejarah di Tana Toraja dan untuk  mengetahui upaya-upaya apakah yang 
dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum  menanggulangi terjadinya 
Kejahatan Pencurian Barang Bersejarah di Tana Toraja. 
 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap data dan fakta yang telah 
penulis dapatkan adalah :  Kurangnya tingkat keamanan di lokasi barang 
bersejarah baik dari pihak keluarga, aparat kepolisian, dinas pariwisata, dan 
pemerintah setempat; Tingginya nilai ekonomi dari barang bersejarah 
tersebut yang menyebabkan orang berkeinginan untuk mencuri dan 
menjualnya; Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga warisan 
budaya yang ada di sekitar daerah tempat tinggal mereka; Adanya 
kepercayaan yang menganggap bahwa barang bersejarah tertentu memiliki 
kemampuan untuk menyembuhkan penyakit, contohnya : tulang manusia. 
Upaya-upaya yang dilakukan yakni : Melakukan penyuluhan oleh 
Babinkantibmas di tiap kecamatan di Kabupaten Tana Toraja; Aparat 
kepolisian harus lebih aktif melakukan patroli untuk meminimalisir kejahatan 
pencurian barang bersejarah; Aparat kepolisian harus menjalin hubungan 
yang baik dengan masyarakat agar masyarakat lebih berpartisipasi dalam 
membantu penanggulangan kejahatan pencurian barang bersejarah di 
lingkungan mereka. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  
Pada era globalisasi ini, banyak orang menilai pelajaran sejarah 
merupakan hal yang tidak penting. Mereka berpendapat bahwa, 
sejarah itu hanyalah suatu peristiwa yang sudah lewat. Bahkan, 
banyak juga yang memanfaatkan sejarah atau cagar budaya, untuk 
diperjualbelikan atau ditukar hanya untuk keuntungan semata. Salah 
satu faktanya adalah pencurian benda purbakala dibeberapa wilayah 
Indonesia yang marak terjadi akhir-akhir ini. Hal ini merupakan hal 
yang sangat tidak baik dan tentu akan mengancam keberadaan benda 
purbakala yang menjadi fakta penting dari sejarah peradaban pada 
zaman prasejarah dan sejarah. 
Jika hal ini dibiarkan, maka situs atau benda purbakala tersebut 
akan terancam punah. Dengan hilangnya benda-benda tersebut, akan 
mengakibatkan generasi bangsa Indonesia berikutnya tidak dapat 
mengenali jati diri bangsanya sendiri. Padahal, sejarah  memiliki arti 
strategis dalam pembentukan watak dan peradaban suatu bangsa 
yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang 
memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Ilmu sejarah adalah 
salah satu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti dan menyelidiki 
2 
 
secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta 
kemampuan manusia di masa lampau beserta kejadian-kejadian 
dengan maksud untuk kemudian menilai secara kritis seluruh hasil 
penelitiannya tersebut, untuk selanjutnya dijadikan perbendaharaan 
pedoman bagi penilaian dan penetuan keadaan sekarang serta arah 
proses masa depan. 
Namun belakangan ini, dengan terjadinya krisis moneter yang 
berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan 
masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat 
dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya 
pengangguran. Dengan meningkatnya pengangguran, sangat 
berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. 
Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung 
untuk tidak lagi mempedulikan norma atau kaidah hukum yang 
berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan yang ada 
kecenderungan masyarakat dalam menggunakan dan menghalalkan 
segala cara agar kebutuhan mereka tersebut dapat terpenuhi. Dari 
cara-cara yang digunakan banyak yang melanggar norma-norma 
hukum yang berlaku, namun masih ada juga yang tetap mematuhi 
peraturan yang ada diatas tingginya kebutuhan hidup yang mendesak. 
Salah satu bentuk kejahatan yang sangat sering terjadi di 
masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat 
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kita sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan 
pintas dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, misalnya dengan 
mencuri. Dalam setiap niat dan didukung pula oleh adanya 
kesempatan maka terjadilah tindak pidana pencurian. Pencurian yang 
terjadi bisa saja dalam bentuk skala kecil maupun skala besar. Contoh 
dari pencurian skala besar, misalnya korupsi yang dilakukan oleh 
petinggi negara, perampokan bank, pencurian dan lain-lain. Dalam 
kasus ini, penulis lebih menitikberatkan pada kasus pencurian barang 
bersejarah.  
Pencurian barang bersejarah pernah terjadi di Kabupaten Tana 
Toraja pada tahun 2006. Pencurian itu dilakukan oleh masyarakat 
Tana Toraja itu sendiri. Hal ini tentunya menimbulkan tanda tanya 
besar , sejauh manakah tingkat kesadaran masyarakat dalam 
melestarikan budaya yg ada di Tana Toraja. Berdasarkan latar 
belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat 
permasalahan ini ke dalam judul skripsi yakni : TINJAUAN 
KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN BARANG 
BERSEJARAH (Studi Kasus di Polres Tana Toraja Tahun 2006-2011) 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang diuraikan di atas, 
maka Rumusan Masalah yang penulis kemukakan adalah sebagai 
berikut : 
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya 
Kejahatan Pencurian Barang Bersejarah di Tana Toraja ? 
2. Upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan oleh aparat 
penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya Kejahatan 
Pencurian Barang Bersejarah di Tana Toraja ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian 
dalam penulisan skripsi ini adalah : 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan 
terjadinya Kejahatan Pencurian Barang Bersejarah di Tana 
Toraja. 
2. Untuk mengetahui upaya-upaya apakah yang dapat 
dilakukan oleh aparat penegak hukum  menanggulangi 
terjadinya Kejahatan Pencurian Barang Bersejarah di Tana 
Toraja. 
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D. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Memberi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan 
Hukum, baik dalam bidang Hukum Pidana maupun 
Kriminologi. 
2. Untuk menambah wawasan penulis khususnya civitas 
akademika yang membacanya serta merupakan salah satu 
syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kriminologi 
1. Pengertian Tinjauan Kriminologi 
Untuk memahami tentang kejahatan dengan seluas-luasnya 
maka dikenal istilah Kriminologi sebagai ilmu yang bertujuan yang 
menyelidiki segala kejahatan. Hingga kini batasan dan ruang lingkup 
kriminologi masih terdapat berbagai perbedaan pendapat dikalangan 
para sarjana.  
A.S Alam (2010:15) berpendapat kejahatan sudah dikenal sejak 
adanya peradaban manusia makin tinggi peradaban, makin banyak 
aturan, dan makin banyak pula pelanggaran. Sering disebut bahwa 
kejahatan merupakan bayangan peradaban.  
Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai 
perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam 
Hukum Pidananya dan diancam dengan suatu sanksi sedangkan 
secara sosiologi kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang 
diciptakan oleh masyarakat. 
Adapun menurut Topo Santoso (2001:1) mengatakan kejahatan 
merupakan suatu fenomena komplek yang dapat dipahami dari 
berbagai sisi yang berbeda itu sebabnya dalam keseharian kita dapat 
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menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan 
yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata 
tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. 
Pada sisi lain, Moeljatno (1986:6) memberikan pengertian 
kriminologi yaitu : 
kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan, 
kelakuan jelek, serta orang-orang yang bersangkutan pada 
kejahatan yang dimaksud pada pelanggaran, artinya perbuatan 
menurut Undang-Undang diancam dengan pidana dari kriminalitas 
yang merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan 
sehari-hari. 
 
Sedangkan menurut pandangan E.H. Sutherland dan Donald R. 
Cressey (Soedjono Dirdjosiswono, 1994:11) tentang kriminologi adalah 
sebagai berikut : 
kriminologi merupakan ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang 
mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial dan meliputi hal-
hal sebagai berkut : 
a. Sosiologi hukum sebagai analisa ilmiah atas kondisi-kondisi 
perkembangan hukum pidana; 
b. Etimologi kriminal yang mencoba melakukan analisa ilmiah 
mengenai sebab-sebab kejahatan; 
c. Penologi yang menaruh perhatian atas perbaikan narapidana. 
 
Rusli Effendy, dkk (1991:9) merumuskan bahwa kriminologi 
adalah sebagai berikut : 
melakukan kejahatan itu sendiri, tujuannya adalah mempelajari 
sebab-sebabnya sehingga orang melakukan kejahatan, apakah itu 
timbul karena bakat orang itu sendiri adalah jahat ataukah 
disebabkan karena keadaan masyarakat disekitarnya baik 
keadaan sosial maupun ekonomis. 
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Lebih lanjut menurut Wood (Abdussalam, 2007:5) menjelaskan 
bahwa kriminologi merupakan keseluruhan pengetahuan yang 
diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan 
perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari 
masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat. 
Secara teoritis, ilmu kriminologi dapat dipisahkan ke dalam lima 
cabang pengetahuan yang tiap-tiap bagian menguraikan pengetahuan 
tentang kejahatan antara lain (www.hukumonline.co.id) : 
a. Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas seorang penjahat. 
b. Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan sebagai gejala sosial. 
c. Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan dari sudut ilmu jiwa. 
d. Psikologi dan Neuto Pathologi Kriminal, yaitu ilmu 
pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan yang sakit 
jiwa/gila. 
e. Peanologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 
sejarah, arti dan faedah hukum. 
Dari beberapa uraian tersebut di atas yang membahas 
mengenai pengertian kriminologi, maka penulis menyimpulkan bahwa 
tinjauan Kriminologi adalah suatu tinjauan yang mempelajari sebab-
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sebab terjadinya kejahatan, upaya-upaya penanggulangan kejahatan 
serta dampak atau akibat dari kejahatan-kejahatan itu. 
 
2. Ruang Lingkup Kriminologi 
Menurut Sutherland (I.S. Susanto, 1991:10), kriminologi terdiri 
dari tiga bagian utama, yaitu : 
a. Etiologi Kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari 
sebab-sebab kejahatan; 
b. Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang 
sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan 
faedahnya; 
c. Sosiologi Hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap 
kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum 
pidana. 
 
Sedangkan menurut A.S. Alam (2010:2), ruang lingkup 
pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni : 
a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making 
laws); 
b. Etiologi criminal, yang membahas teori-teori yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws); 
c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the 
breaking laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan 
kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi 
juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-
upaya pencegahan kriminal (criminal prevention). 
 
Dalam hal proses pembuatan hukum pidana (process off 
making laws), maka yang jadi pokok bahasannya adalah : 
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a. Definisi kejahatan,  
b. Unsur-unsur kejahatan, 
c. Relativitas pengertian kejahatan, 
d. Penggolongan kejahatan, dan 
e. Statistik kejahatan.  
 
Sedangkan dalam etiologi kriminal, yang dibahas yaitu : 
a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi, 
b. Teori-teori kriminologi, dan 
c. Berbagai perspektif kriminologi. 
 
Selanjutnya, yang dibahas dalam bagian ketiga yaitu reaksi 
terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking laws) 
antara lain : 
a. Teori-teori penghukuman 
b. Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, 
baik berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan 
rehabilitatif. 
 
Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi 
mempelajari mengenai kejahatan, yaitu pertama, norma-norma yang 
termuat di dalam peraturan pidana; kedua mempelajari tentang 
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pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut 
penjahat; dan yang ketiga adalah reaksi masyarakat terhadap 
kejahatan pelaku. 
 
3. Pembagian Kriminologi 
Menurut A.S. Alam (2010:4), kriminologi dapat dibagi dalam dua 
golongan besar, yaitu :  
a. Kriminologi Teoritis 
Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan ke dalam 
lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam 
pebgetahuannya mengenai sebab-musabab kejahatan secara 
teoritis.  
1) Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang 
mempelajari tanda-tanda fisik ciri khas dari seorang 
penjahat. Misalnya : menurut Lambroso cirri seorang 
penjahat diantanya tengkoraknya panjang, rambutnya 
lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya 
moncong. 
2) Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang 
mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. 
3) Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang 
mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. 
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4) Psikologi dan Neuro Phatologi Kriminal, yaitu ilmu 
pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang 
sakit jiwa atau gila, misalnya : mempelajari penjahat yang 
masih dirawat di rumah sakit jiwa. 
5) Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
tentang sejarah, arti dan faedah hukum.  
 
b. Kriminologi Praktis 
Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas 
kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Dapat pula disebut 
ilmu ini bahwa kriminologi praktis adalah ilmu pengetahuan 
yang diamalkan. 
Adapun cabang-cabang ilmu kriminologi praktis ini adalah :  
1. Hygiene kriminal, yaitu cabang kriminologi yang 
berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya 
kejahatan. Misalnya : meningkatkan perekonomian 
rakyat, penyuluhan penyediaan sarana olahraga dan 
lainnya. 
2. Politik kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang 
bagaimana caranya menerapkan hukum yang sebaik-
sebaiknya.kepada terpidana agar dia dapat menyadari 
kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan 
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kejahatan kembali. Untuk dapat menjatuhkan hukuman 
yang seadil-adilnya maka diperlukan keyakinan serta 
pembuktian sedangkan untuk memperoleh semuanya, 
diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik si 
penjahat dalam melakukan kejahatannya.  
3. Kriminalistik (police scientific), yaitu ilmu pengetahuan 
tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan 
pelaku kejahatan. 
  
B. Pengertian Kejahatan 
Sebelum membahas pengertian tentang kejahatan pencurian, 
terlebih dahulu penulis akan mengemukakan apa yang dimaksud 
dengan kejahatan itu sendiri. Pengertian kejahatan menurut tata 
bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang jahat seperti yang lazim 
orang mengetahui atau mendengar perbuatan yang jahat adalah 
pembunuhan, pencurian, penipuan, penculikan, dan lain-lainnya yang 
dilakukan oleh manusia (Soedjono D,1976:30). Sedangkan di dalam 
KUHP tidak disebutkan secara jelas tetapi kejahatan itu diatur dalam 
Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHP. 
Pengertian kejahatan menurut tata bahasa adalah perbuatan 
atau tindakan yang jahat seperti yang lazim orang mengetahui atau 
mendengar perbuatan yang jahat adalah pembunuhan, pencurian, 
14 
 
penipuan, penculikan, dan lain-lainnya yang dilakukan oleh manusia 
(Soedjono D, 1976:30). Sedangkan di dalam KUHP tidak disebutkan 
secara jelas tetapi kejahatan itu diatur dalam Pasal 104 sampai Pasal 
488 KUHP. 
Adapun pendapat dari para ahli mengenai pengertian 
kejahatan, sebagai berikut : 
Menurut J.E Sahetapy (1995:23) 
Perkataan kejahatan menurut tata bahasa adalah perbuatan 
atau tindakan yang tercela oleh masyarakat. Misalnya 
pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, pemalsuan surat-surat, 
penyerobotan oleh manusia. 
 
Menurut Arif Gosita (2004:117) 
Kejahatan adalah suatu hasil interaksi, dan karena adanya 
interelasi antara fenomena yang ada dan saling mepengaruhi. 
Dimana kejahatan tidak hanya dirumuskan oleh Undang-
Undang Hukum Pidana tetapi juga tindakan-tindakan yang 
menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta 
dianggap jahat, tidak atau belum dirumuskan dalam undang-
undang oleh karena situasi dan kondisi tertentu. 
 
Menurut Ensiklopedia Kriminologie dari Vernon C. Barnham dan 
Samuel B. Kutash menyatakan bahwa pengertian kejahatan dapat 
dilihat dari dua sudut pandang, yaitu: 
1. The Legal View (Pandangan secara yuridis), Kejahatan adalah suatu 
tindakan atau perbuatan yang dilarang dan dapat dijatuhi hukuman 
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atas perbuatan atau tindakan itu oleh Undang-undang. Pandangan ini 
lahir dari suatu teori yang menyatakan bahwa setiap anggota 
masyarakat adalah mahluk yang mempunyai kehendak bebas. 
2. The Socio Criminoligic View (Pandangan dari sudut sosiologis-
kriminologis) Kejahatan adalah suatu perbuatan yang menunjukkan 
gejala-gejala tentang sesuatu yang mendalam, yaitu ketidakmampuan 
seseorang untuk menemukan atau mendapatkan situasi-situasi 
tertentu yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat 
lingkungannya. 
Pandangan ini lahir dari suatu teori tentang determinisme yang 
melihat kejahatan sebagai hasil dari ikatan-ikatan tertentu atas sebab 
musabab dalam keseimbangan dengan pengetahuan hukum dan 
perjalanannya. 
Kejahatan merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks 
yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya 
dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang 
suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. 
Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kejahatan kekerasan, 
maka terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang arti kejahatan itu 
sendiri. 
Berbicara masalah kriminologi tentu tidak terlepas dari bahasan 
tentang ruang lingkup kejahatan. Terkait dengan pengertian kejahatan 
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itu sendiri, menurut A.S. Alam (1992:2) memberikan definisi kejahatan 
dari dua sudut pandang, yakni : 
Kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, pertama dari 
sudut pandang hukum (yuridis) yaitu perbuatan yang melanggar 
hukum pidana (a crime from the legal), dan sudut pandang yang 
kedua adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang 
hidup dalam masyarakat yang lebih lazim disebut secara 
sosiologis (a crime from the social). 
 
Definisi kejahatan dilihat dari sudut pandang hukum atau secara 
yuridis menganggap bahwa bagaimanapun jeleknya perbuatan yang 
dilakukan oleh seseorang, sepanjang perbuatan tersebut tidak dilarang 
dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana, 
perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai perbuatan yang bukan 
kejahatan. 
Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari 
adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat dan tiap-tiap orang 
dapat merasakannya, bahwa penjahat itu seperti pembunuhan, 
pencurian, penipuan dan lain sebaginya yang dilakukan oleh manusia. 
Seperti yang dikemukakan oleh Rusli Effendy (1978:1) : 
Kejahatan adalah delik hukum (rechts delicten) yaitu perbuatan-
perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-
undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai 
perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. 
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Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi 
pidana yang telah diatur dalam buku ke-II KUHP yang dinyatakan di 
dalamnya sebagai kejahatan. Hal ini dipertegas oleh J.E. Sahetapy 
(1989:11) 
Kejahatan sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan, 
adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang 
oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi 
sanksi berupa pidana oleh negara. 
 
Selanjutnya Moeliono (Soedjono Dirdjosisworo, 1976:31) 
merumuskan kejahatan sebagai berikut : 
Kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan 
atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, 
menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan. 
 
Di sisi lain kejahatan menurut Edwin H. Sutherland (Topo 
Santoso, 2003:14) adalah sebagai berikut : 
Bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang 
oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan 
negara dan terhadap perbuatan tersebut negara bereaksi 
dengan hukuman sebagai upaya pamungkas. 
 
Dalam pengertian yuridis kejahatan dibatasi sebagai perbuatan 
yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum 
pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Batasan kejahatan yang 
kedua adalah kejahatan yang dipandang dari sudut sosiologis yang 
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berarti bahwa suatu perbuatan yang melanggar norma-orma yang 
hidup di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah perempuan 
yang melacurkan diri. Perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan 
jika dipandang dari sisi yuridis karena tidak diatur dalam perundang-
undangan Pidana (KUHP) akan tetapi jika dilihat dari sisi sosiologis 
perbuatan tersebut melanggar dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang 
hidup dalam masyarakat. Di samping itu juga perbuatan melacurkan 
diri ini melanggar dari sisi agama dan adat istiadat. 
Menurut Topo Santoso (2003:15) “ secara sosiologis kejahatan 
merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. 
Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang 
berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu 
yang memiliki pola yang sama”. 
Sedangkan menurut R. Soesilo (1985:13), kejahatan dalam 
pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun 
tidak atau belum ditentukan dalam undang-undang, karena pada 
hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan 
bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat. 
Fenomena terjadinya kejahatan kekerasan pada hakikatnya 
tidak dapat dihapuskan akan tetapi hanya dapat dikurangi. Kejahatan 
kekerasan ini dapat mengganggu ketertiban dan keamanan 
masyarakat, dan untuk itulah kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh 
19 
 
seseorang baik yang secara legal maupun secara sosiologis selalu 
diikuti oleh sanksi tergantung dari jenis kejahatan kekerasan yang 
dilakukan. 
Dari beberapa pendapat di atas, penulis dapat katakan bahwa 
kejahatan adalah suatu perbuatan yang tidak hanya pada pelanggaran 
peraturan perundang-undangan yang diancam dengan suatu sanksi 
tetapi juga merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma dalam 
kehidupan masyarakat seperti norma agama, norma kesusilaan, 
norma kesopanan dan sebagainya. 
Berbicara mengenai kejahatan tidak akan pernah ada habisnya 
dan membahas masalah kejahatan tentu tidak akan terlepas dengan 
istilah kriminologi. A.S. Alam (1992:2), membagi ruang lingkup 
kriminologi menjadi : kejahatan, penjahat dan sistem pemidanaan. 
Selain itu juga ia memberi batasan mengenai norma hukum khususnya 
norma hukum pidana,sebagai berikut : 
Sejumlah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku orang-
orang yang telah dikeluarkan oleh pejabat politik yang berlaku 
secara sama untuk semua kelas dan golongan dan disertai 
sanksi kepada pelanggar-pelanggarnya yang dilakukan oleh 
negara.     
 
Terkait dengan definisi di atas, A.S. Alam (1992:2) lebih lanjut 
mengemukakan bahwa ada 4 (empat) unsur pokok yang merupakan 
ciri khas hukum pidana sehubungan dengan definisi di atas, yaitu : 
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a) Sifat politisnya yakni peraturan-peraturan yang ada yang 
dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun peraturan-peraturan yang 
dikeluarkan oleh organisasi buruh, gereja, sindikat, dan lain-lainnya 
tidak dapat disebut sebagai hukum pidana meskipun peraturan 
tersebut mengikat anggotanya dan mempunyai sanksi. 
b) Sifat spesifikasinya, yakni karena hukum pidana memberikan 
batasan tertentu untuk setiap perbuatan. 
c) Sifat uniform (tanpa pandang bulu) yakni, berusaha memberi 
keadilan pada setiap orang tanpa membedakan status sosial 
seseorang. 
d) Sifat adanya sanksi pidana yakni adanya ancaman pidana oleh 
negara.    
Uraian di atas memberikan pemahaman bahwa perbedaan 
antara kejahatan dari sudut pandang hukum dan kejahatan dari sudut 
pandang masyarakat adalah merupakan suatu hal yang sangat 
mendasar. Oleh karena itulah penulis membatasi bahasannya pada 
kejahatan yang dipandang dari sisi yuridis, secara hukum yang pada 
hakikatnya sesuai dengan yang ada pada perundang-undangan 
pidana.   
 
 
 
21 
 
C. Kejahatan Pencurian 
1. Pengertian Kejahatan Pencurian 
Pada Pasal 362 KUHP oleh R. Soesilo (1995:249), 
mengemukakan pencurian sebagai berikut : 
“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki 
secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana 
penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 
900,-“. 
 
Menurut Andi Hamzah (2009:100), delik pencurian adalah delik 
yang paling umum tercantum di dalam semua KUHP di dunia, yang 
disebut delik netral karena terjadi dan diatur oleh semua negara. 
Dari rumusan tersebut, dapat ditarik unsur-unsur kejahatan 
pencurian sebagaimana dikemukakan oleh A. Zainal Abidin (1987:254) 
sebagai berikut : 
a. Perbuatan mengambil sebagai delik yang sebenarnya. 
“Mengambil” sama dengan mengambil untuk 
dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, 
barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu 
memiliki itu barangnya sudah ada di tangannya,  maka 
perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan (Pasal 372 
KUHP). 
Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan 
selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila 
orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah 
tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan 
tetapi ia baru “mencoba mencuri”. 
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b. Pengambilan itu harus menyangkut sesuatu barang. 
“Sesuatu barang” sama dengan segala sesuatu yang berwujud 
termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, 
baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk 
pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan 
tetapi dialirkan kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu 
mempunya harga ekonomis. Oleh karena itu, mengambil 
beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kengangan) tidak 
dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai 
rambut tidak ada harganya. 
 
c. Barang itu seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain. 
Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”. 
 
d. Pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk memiliki 
barang dengan melawan hukum. 
 
e. “Pengambilan”  itu harus dengan sengaja dan dengan maksud 
untuk memilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang 
orang lain itu bukan pencurian. Seorang “menemui” barang di 
jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada 
maksud “untuk memiliki” barang itu, masuk pencurian. 
 
Berdasarkan beberapa rumusan diatas, dapat disimpulkan 
bahwa kejahatan pencurian merupakan perbuatan yang dengan 
sengaja dilakukan dengan jalan mengambil barang milik orang lain 
baik seluruhnya atau sebagian dimana barang tersebut adalah 
kepunyaan orang lain dengan maksud ingin memiliki dengan cara 
melawan hukum. 
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2. Unsur-Unsur Kejahatan Pencurian 
Unsur-unsur dari kejahatan pencurian adalah sebagai berikut : 
a) Semua unsur pencurian terdapat dalam Pasal 362 KUHP 
b) Unsur-unsur lain seperti : 
1) Barang yang dicuri adalah hewan 
Pengertian hewan terdapat dalam Pasal 111 KUHP (R. 
Soesilo, 1995:101), sebagai berikut : 
Yang hewan yaitu semua  bintatang yang berkuku satu, 
binatang yang memamah biak dan babi, yang masuk 
binatang berkuku satu yaitu kuda, keledai dan 
sebagainya. Binatang yang memamah biak antara lain : 
sapi, kerbau, kambing, biri-biri dan sebagainya. Harimau, 
anjing, kucing, tidak masuk dalam golongan hewan 
2) Pencurian yang dilakukan sewaktu ada kejadian 
malapetaka seperti : gempa bumi, banjir, kebakaran, 
gunung meletus dan sebagainya. 
Pencurian ini termasuk pencurian berat karena dilakukan 
pada waktu semua orang ribut dan barang-barang dalam 
keadaan tidak terjaga. Orang yang melakukan pencurian 
dalam keadaan yang demikian adalah orang yang 
rendah moral kepribadiannya dan tidak 
berprikemanusiaan. Tetapi antara terjadinya malapetaka 
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dengan pencurian itu harus ada hubungan yang sangat 
erat dan mempengaruhi secara langsung orang yang 
mempunyai barang. Misalnya : seseorang yang mencuri 
dalam satu rumah dalam kota itu dan kebetulan saja 
pada waktu itu di bagian lain dari kota itu terjadi 
kebakaran ini tidak termasuk pencuria yang dimaksud 
karena pencurian itu tidak sengaja memakai kesempatan 
yang ada karena kebakaran itu. 
3) Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya. 
Pengertian malam hari adalah seperti yang terdapat 
dalam pasal 96 KUHP yang rumusannya, yaitu sebagai 
berikut :  
Yang disebut malam yaitu waktu antara matahari 
terbenam dan terbit. 
 
Sedangkan yang dimaksud dengan rumah menurut R. 
Soesilo (1995:251), adalah sebagai berikut : 
Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan 
untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk 
makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau 
toko yang tidak didiami siang dan malam tidak 
masuk dalam pengertian rumah, sebaliknya gubuk, 
kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam 
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dipergunakan sebagai kediaman masuk dalam 
sebutan rumah. 
 
S.R. Sianturi (1986:640), memberikan pengertian 
pekarangan tertutup sebagai berikut :  
Suatu pekarangan tertutup yang diberi batas jelas 
seperti pagar besi, selokan dan sebagainya dan 
harus ada rumah dalam pekarangan itu. 
 
4) Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-
sama. 
Pengertian bersama-sama dilihat dalam pasal 55 KUHP 
(A. Hamzah, 2009:58), sebagai berikut : 
a) Dipidana sebagai pelaku delik : 
a. Mereka yang melakukan, baik yang menyuruh 
melakukan dan yang turut serta melakukan 
perbuatan. 
b. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu 
dengan menyalahgunakan kekuasaan atau 
mertabat, dengan kekerasan, ancaman atau 
penyesat, atau dengan memberi kesempatan, 
sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan 
orang lain supaya melakukan perbuatan. 
 
b) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja 
dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta 
akibatnya. 
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Dari rumusan tersebut, maka untuk dapat dihukum 
sebagai orang melakukan perbuatan (pembuat) 
dibagi atas : 
a. Orang yang melakukan (pleger), yaitu sendirian 
mewujudkan segala anasir atau elemen dari delik 
tersebut; 
b. Orang menyuruh melakukan (doenpleger) dalam 
hal ini harus lebih dari satu orang dimana ada 
yang menyuruh (doenpleger) dan ada yang 
disuruh (pleger); 
c.  Orang yang turut melakukan (medepleger) berarti 
bersama-sama melakukan delik; 
d. Orang yang dengan pemberian, salah memakai 
kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya, 
dengan sengaja memancing untuk melakukan 
perbuatan itu (uitlokker). 
5) Dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, 
memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan jabatan 
palsu. 
Pengertian membongkar dan merusak pada dasarnya 
adalah sama, namun yang mebedakannya dapat 
dikategorikan sebagai perbuatan yang ditujukan kepada 
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benda atau barang yang lebih besar, seperti membuat 
lubang dinding, melepaskan jendela atau pintu, 
sedangkan pengrusakan atau merusak ditujukan kepada 
hal-hal yang kecil sj, seperti memecahkan kaca jendela 
atau pintu dan sebagainya. 
Pengertian memanjat dapat dilihat pada Pasal 99 KUHP 
(A. Hamzah, 2009:74), sebagai berikut : 
 Yang disebut memanjat termasuk juga melalui 
yang memang ada, tetapi bukan untuk masuk 
melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja 
digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit 
yang digunakan sebagai bahan penutup. 
 
Selanjutnya, pengertian kunci palsu dirumuskan dalam 
Pasal 100 KUHP (A. Hamzah, 2009:74), yaitu : 
Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga 
segala perkakas yang tidak dimaksud untuk 
membuka kunci. 
 
Pengertian perintah palsu (R. Soesilo, 1995:252) : 
Yaitu suatu perintah yang kelihatannya seprti surat 
perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang 
berwenang, tetapi sebenarnya bukan. Misalnya : 
seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik 
dengan membawa surat keterangan palsu dari 
perusahaan listrik agar dapat masuk ke dalam 
rumah, tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu 
palsu. 
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Kemudian pengertian jabatan palsu (R. Soesilo, 
1995:252), yaitu : 
Pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak berhak 
untuk memakainya dan tidak perlu dikeluarkan oleh 
instansi atau kantor yang berwenang untuk itu, 
misalnya pencuri dengan memakai seragam polisi 
dan pura-pura seorang polisi dapat masuk ke dalam 
rumah orang dan mencuri barang. 
 
3. Jenis Kejahatan Pencurian 
Kejahatan terhadap harta benda diatur dalam Buku II KUHP 
dan khususnya tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII, Pasal 
362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. 
Pada Pasal 362-367 KUHP yang mengatur tentang pencurian 
tersebut, terdapat lima kualifikasi pencurian sebgai berikut : 
a. Pencurian biasa 
Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 362 KUHP. 
Pasal tersebut merupakan dasar pencurian dan juga 
menjadi tolak ukur apakah suatu peristiwa pencurian 
termasuk dalam pencurian biasa, berat, ringan dan lain-lain. 
Suatu hal penting yang perlu diperhatikan adalah perbuatan 
pembuat harus memenuhi rumusan Pasal 362 KUHP. 
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Dari rumusan Pasal 362 KUHP tersebut, ditarik suatu 
rumusan yang akan digunakan menentukan kategori 
pencurian biasa sebagai berikut : 
1) Perbuatan mengambil; 
2) Yang diambil adalah sesuatu barang; 
3) Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah 
kepunyaan orang lain; 
4) Maksud hendak memiliki secara melawan hukum. 
 
b. Pencurian berat 
Suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai 
pencurian berat, apabila memenuhi unsur-unsur Pasal 362 
KUHP, juga harus memenuhi unsur lain yang terdapat pada 
Pasal 363 KUHP. 
Andi Hamzah (2009:173) menerjemahkan Pasal 363 
KUHP sebagai berikut : 
1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh 
tahun : 
a) Pencurian ternak; 
b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, 
banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung 
meletus, kapal karam, kapal terdampar, 
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kecelakaan kereta api, huru hara, 
pemberontakan atau bahaya perang; 
c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah 
rumah atau pekarangan tertutup yang ada 
rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang 
ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki 
oleh orang yang berhak; 
d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau 
lebih dengan bersekutu; 
e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat 
melakukan kejahatan atau untuk sampai pada 
barang yang diambil, dilakukam dengan 
merusak, memotong atau memanjat, atau 
dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau 
pakaian jabatan palsu. 
2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir tiga 
disertai dengan salah satu hal dalam butir empat 
dan lima maka diancam dengan pidana penjara 
paling lama sembilan tahun. 
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c. Pencurian ringan 
Masalah pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 
KUHP (Andi Hamzah, 2009:173) yang menentukan sebagai 
berikut : 
Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 
Pasal 363 KUHP butir empat, begitupun dalam perbuatan 
yang diterangkan dalam Pasal 363 KUHP butir lima, apabila 
tidka dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri 
tidak lebih dari Rp. 250,- diancam karena pencurian ringan 
dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana 
denda sebanyak Rp. 900,-. 
 
Melihat pengertian tersebut, maka dapat dikatakan 
bahwa pencurian ringan adalah pencurian yang dilakukan 
walaupun harga barang tidak lebih dari Rp. 250,- tetapi 
perbuatan yang dilakukan dengan : 
1) Yang dicuri adalah ternak (Pasal 363 sub 1) 
2) Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi 
malapetaka atau keadaan darurat (Pasal 363 sub 
2) 
3) Pencurian yang dilakukan pada waktu malam 
dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup 
yang ada rumahnya (Pasal 363 sub 3) 
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4) Pencurian yang disertai dengan kekerasan (Pasal 
365), tidaklah dikategorikan sebagai pencurian 
ringan. 
 
d. Pencurian dengan kekerasan 
Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 365 KUHP 
(Andi Hamzah, 2009:173) sebagai berikut : 
1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 
sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai 
atau dilakukan dengan kekerasan, terhadap orang 
dengan maksud untuk mempersiapkan atau 
mempermudah pencurian, atau dalam hal 
tertangkap tangan, atau memungkinkan melarikan 
diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap 
menguasai barang yang dicuri. 
2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua 
belas tahun : 
a) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu 
malam dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertututp yang ada rumahnya, di jalan umum, 
atau dalam kereta api atau truk yang sedang 
berjalan; 
b) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau 
lebih dengan bersekutu; 
c) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan 
dengan merusak atau memanjat dengan anak 
kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan 
palsu; 
d) Jika perbuatan menyebabkan luka-luka berat. 
3) Jika pebuatan mengakibatkan kematian, maka 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima 
belas tahun. 
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4) Diancam dengan pidana mati atau penjara seumur 
hidup atau selama jangka waktu paling lama dua 
puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka 
berat atau kematian, dan dilakukan oleh dua 
orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula 
oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 
satu dan tiga. 
 
e. Pencurian dalam kalangan keluarga 
Pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam 
Pasal 367 KUHP (Andi Hamzah, 2009:175) yang 
mengatakan sebagai berikut : 
1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu 
kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari 
orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah 
meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, 
maka terhadap pembuat atau pembantu ini tidak 
mungkin diadakan tuntutan pidana; 
2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja 
dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau 
jika ia adalah keluarga sedarah atau semenda 
baik dalam garis lurus maupun menyamping 
derajat kedua, maka terhadapa orang itu hanya 
mungkin diadakan penuntutan jika pengaduan 
yang terkena kejahatan; 
3) Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan 
bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak 
kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas 
berlaku juga bagi orang itu. 
 
Jadi dalam hal ini ada dua ketentuan utama, yaitu : 
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1) Bagi seorang suami (istri) yang tidak terpisah meja 
dan ranjang telah melakukan atau membantu 
perbuatan pencurian terhadap istrinya (suaminya) 
tidak dapat diadakan tuntutan pidana; 
2) Bagi seorang suami (istri) yang telah terpisah 
meja dan ranjang, anggota keluarga dalam garis 
lurus maupun garis samping derajat kedua, dapat 
dilakukan penuntutan bila ada pengaduan; 
Ketentuan yang pertama tidak dapat dilakukan 
penuntutan, karena pada dasarnya harta suami istri adalah 
harta benda bersama sepanjang tidak ada perjanjian lain 
yang ditentukan oleh suami istri tersebut. 
Sedangkan ketentuan yang kedua bisa dilakukan 
penuntutan, tetapi harus ada pengaduan dari orang yang 
dikenakan kejahatan, tanpa pengaduan maka tidak dapat 
diadakan penuntutan walaupun itu sesuai dengan rumusan 
delik. 
Dalam hal ini, maka pencuriannya oleh suami atau 
istri dihukum pula, akan tetapi harus ada pengaduan dari 
suami atau istri yang dirugikan (delik aduan). 
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D. Barang Bersejarah 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Dep. Pendidikan dan 
Kebudayaan, Edisi Kedua), barang bersejarah diartikan terpisah, yaitu 
“barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad 
(1991:93); sedangkan “bersejarah” adalah mengusut asal usul, 
mengandung sejarah (1991:891). Jadi dapat disimpulkan barang 
bersejarah adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad yang 
mengandung nilai sejarah. 
Di dalam kerangka penulisan sejarah ini, maka yang 
dipentingkan adalah bukti kesejarahannya. Misalnya adalah bukti 
arkheologis, seperti artefaks, monofaks, dan lainnya. Bukti tidak tertulis 
yang berupa benda-benda kesejarahan ini tentunya menjadi sangat 
penting untuk dikaji. Oleh sebab itu, maka melestarikan terhadap bukti-
bukti sejarah yang berupa benda-benda kesejarahan menjadi sangat 
penting. 
Sayangnya bahwa banyak benda-benda kesejarahan yang 
kemudian tidak dianggap sebagai benda sejarah. Maksud saya ada 
banyak benda sejarah yang kemudian diperjualbelikan karena 
dianggap memiliki nilai ekonomis. Sebagaimana penuturan, Dr. 
Mukhlis Paeni, maka naskah-naskah kuno yang sangat penting 
kemudian diperjualbelikan. Banyak karya yang berbentuk naskah kuno 
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kemudian dijual kepada kolektor atau lembaga yang memiliki 
kepentingan terhadap naskah tersebut. 
Demikian pula patung atau arca yang juga diperjualbelikan. 
Beberapa tahun yang lalu dunia kesejarahan dan kepurbakalaan 
 diramaikan dengan pencurian benda-benda bersejarah seperti arca 
atau patung. Bahkan juga melibatkan pengusaha besar di negeri ini. 
Itu artinya, bahwa penghargaan ekonomis terhadap benda-benda 
bersejarah justru membawa kerusakan terhadap benda sejarah 
tersebut. Alih-alih dilestarikan akan tetapi diperjualbelikan. 
Indonesia sungguh dikenal sebagai negara bangsa yang kaya 
benda-benda sejarah, seperti naskah kuno, tempat ibadah kuno 
seperti masjid, candi, pura dan sebagainya, sumur suci, makam suci 
dan keris pusaka suci dan sebagainya. Semua ini memiliki nilai sejarah 
yang sangat tinggi. Oleh karena itu, benda-benda kesejarahan ini 
harus dilestarikan sekuat tenaga. Jangan pernah berpikir bahwa yang 
harus melestarikan adalah dinas kepurbakalaan saja. Akan tetapi 
sebenarnya seluruh masyarakat Indonesia memiliki kesadaran untuk 
melestarikannya. 
Dengan demikian jika didengar ada benda sejarah yang 
ditemukan, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan 
melaporkan kepada pihak yang memiliki tanggungjawab pelestarian 
benda-benda sejarah. Kita sungguh merasa bersalah jika banyak 
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benda-benda sejarah yang kemudian diperjualbelikan untuk 
kepentingan ekonomi. 
Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai karya 
bangsanya. Maka agar kita terus menjadi besar, maka yang  harus 
dilakukan adalah dengan terus melestarikan dan menyelamatkan 
asset bangsa yang berupa benda-benda sejarah tersebut. 
Warisan sejarah bangsa hanya akan dapat dinikmati oleh 
generasi yang akan datang,  jika generasi sekarang melestarikan 
warisan bangsa tersebut. Makanya, tindakan melestarikan benda-
benda sejarah adalah tindakan yang mesti diapresiasi oleh bangsa ini 
(http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=2508, diakses tanggal 22 
November 2012 pukul 14.25 WITA). 
Demikian pula terhadap pelestarian barang bersejarah di 
masing-masing daerah, terkhusus di daerah Tana Toraja yang menjadi 
perhatian penulis, dimana beberapa peninggalan sejarah menjadi 
sasaran empuk bagi para pencuri maupun kolektor barang bersejarah 
untuk mengkomersilkan barang-barang tersebut. 
Beberapa contoh barang bersejarah yang telah dicuri di Tana 
Toraja adalah ukiran-ukiran pada rumah adat Tongkonan yang telah 
berusia ratusan tahun dan ada juga gendang maupun alat-alat perang. 
Hal ini tentunya membuat kita sebagai generasi muda perlu 
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melestarikan dan menjaganya agar dikemudian hari anak cucu kita 
tetap dapat melihat dan mengetahui akan sejarah dari leluhur mereka. 
Adapun aturan yang mengatur tentang pencurian barang 
bersejarah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 
Tentang Cagar Budaya adalah : 
Pasal 15 
1) Setiap orang dilarang merusak benda cagar budaya dan 
situs serta lingkungannya. 
2) Tanpa izin dari Pemerintah setiap orang dilarang: 
a. Membawa benda cagar budaya ke luar wilayah Republik 
Indonesia; 
b. Memindahkan benda cagar budaya dari daerah satu ke 
daerah lainnya; 
c. mengambil atau memindahkan benda cagar budaya baik 
sebagian maupun seluruhnya, kecuali dalam keadaan 
darurat; 
d. mengubah bentuk dan/atau warna serta memugar benda 
cagar budaya; 
e. memisahkan sebagian benda cagar budaya dari 
kesatuannya; 
f. memperdagangkan atau memperjualbelikan atau 
memperniagakan benda cagar budaya. 
3) Pelaksanaan ketentuan dan perizinan sebagaimana 
dimaksuddalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah. 
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Pasal 26 
Barangsiapa dengan sengaja merusak benda cagar budaya dan 
situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, 
mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau 
memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dari Pemerintah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) 
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) 
tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000.000,00 
(seratus juta rupiah). 
 
E. Teori-Teori Sebab Kejahatan 
  Menurut H. Mannheim (I.S. Susanto, 1991:44) membedakan 
teori-teori sosiologi kriminal ke dalam :  
1) Teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori 
yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas 
sosial, perbedaan diantara kelas sosial serta konflik diantara 
kelas-kelas sosial yang ada. Termasuk dalam teori ini 
adalah anomie, teori-teori sub budaya delinkuen dan sosial 
kontrol.  
a. Teori Anomie 
Menurut Nandang Sambas (2010:121), salah seorang 
tokoh dari teori anomie adalah ahli sosiologi Prancis yaitu 
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Emile Durkheim, yang menekankan teori pada 
“normallessness, lessens social control” yang berarti 
mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial 
yang berpengaruh terhadap kemerosotan moral yang 
menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri pada 
perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik 
norma dalam pergaulan. Tren sosial dalam masyarakat 
industry perkotaan modern mengakibatkan perubahan 
norma, kebingungan dan berkurangnya control sosial 
individu. Individualisme meningkat dan timbul berbagai 
gaya hidup baru yang besar kemungkinan menciptakan 
kebebasan yang lebih luas disamping meningkatkan 
kemungkinan perilaku yang menyimpang.  
 
b. Teori Sub Budaya Delinkuen 
Teori ini mencoba mencari sebab-sebab kenakalan 
remaja dari perbedaan kelas diantara anak-anak yang 
diperolehnya dari keluarganya. Cohen, sebagaimana 
dikutip A.S Alam, menjelaskan analisisnya terhadap 
terjadinya peningkatan perilaku delinkuen  yang 
dilakukan remaja di daerah kumuh. Menurut Cohen, 
perilaku delinkuen di kalangan remaja kelas bawah 
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merupakan pencerminan atas ketidakpuasan terhadap 
norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak kelas 
menengah yang mendominasi nilai kultur masyarakat. 
Karena kondisi sosial yang ada dipandang sebagai suatu 
kendala untuk mencapai suatu kehidupan yang sesuai 
dengan tren yang ada. Cohen menjelaskan pelaku-
pelaku delinkuen merupakan sub-budaya terpisah dan 
memberlakukan sistem tata nilai masyarakat luas. Ia 
menggambarkan sub-budaya sebagai sesuatu yang 
diambil norma-norma budaya yang lebih besar, namun 
dibelokkan secara terbalik dan berlawanan. Perilaku 
delinkuen dianggap sebagai sesuatu yang benar 
menurut tata nilai budaya mereka karena perilaku 
tersebut dianggap keliru oleh norma-norma budaya yang 
lebih besar. 
 
c. Teori Kontrol Sosial 
Pada tahun 1951 Albert J. Reiss, Jr (A.S Alam, 2010:61), 
mengemukakan bahwa ada tiga komponen dalam control 
sosial dalam menjelaskan yaitu, : 
a) Kurangnya control internal yang wajar selama masa 
anak-anak. 
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b) Hilangnya kontrol tersebut. 
c) Tidak hanya norma-norma sosial atau konflik antara 
norma-norma yang dimaksud di sekolah, orang tua, 
atau lingkungan dekat.  
Menurut Ivan (1958) dalam buku A.S Alam (2010:62), 
bahwa teori sosial control tidak sebagai suatu penjelasan 
umum tentang kejahatan tetapi penjelasan yang bersifat 
kauistis. Sedangkan Hirschi (1969) dalam buku A.S Alam 
(2010:62) menjelaskan bahwa social bonds meliputi 
empat unsure, yaitu keterkaitan, keterlibatan, pendirian 
kuat yang positif dan pandangan nilai moral yang tinggi. 
 
2) Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu 
teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari 
kelas sosial tetapi dari aspek yang lain seoerti lingkungan, 
kependudukan, kemiskinan dan sebagainya. Termasuk 
dalam teori ini adalah teori-teori ekologis, konflik 
kebudayaan, faktor ekonomi dan differentialalssociation. 
 
a. Teori Ekologis 
Menurut I.S. Susanto (1991:50), teori-teori ini mencoba 
mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek 
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tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial 
seperti :  
a) Kepadatan penduduk; 
b) Mobilitas penduduk; 
c) Hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi 
d) Daerah kejahatan dan perumahan kumuh. 
 
b. Teori Konflik Kebudayaan 
Menurut Sellin (I.S. Susanto, 1991:52), semua konflik 
kebudayaan adalah konflik dalam nilai sosial, 
kepentingan dan norma-norma. Selanjutnya dikatakan 
bahwa konflik yang demikian kadang-kadang dianggap 
sebagai hasil sampingan dari proses perkembangan 
kebudayaan dan peradaban, kadang-kadang sebagai 
hasil dari perpindahan norma-norma perilaku daerah 
atau budaya yang satu ke yang lain dan dipelajari 
sebagai konflik mental atau sebagai benturan nilai 
kultural. Konflik norma-norma atau tingkah laku dapat 
timbul dalam berbagai cara seperti adanya perbedaan-
perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang 
berlaku diantara kelompok-kelompok yang ada. Konflik 
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antara norma-norma dari aturan-aturan kultural yang 
berbeda dapat terjadi antara lain :  
a) Bertemunya dua budaya besar; 
b) Budaya besar menguasai budaya kecil; 
c) Apabila anggota dari satu budaya pindah ke budaya 
lain. 
 
c. Teori Faktor Ekonomi 
Menurut I.S. Susanto (1991:55), hubungan antara faktor 
ekonomi dan kejahatan agaknya perlu dipertimbangkan 
beberapa hal : 
1) Teknik Studi 
Dalam mempelajari pengaruh faktor ekonomi 
dilakukan antara lain dengan cara : 
a) Menguji keadaan ekonomi dari kelompok 
pelanggar dengan membandingkan kedudukan 
ekonomi dari yang bukan pelanggar sebagai 
kontrol, 
b) Dengan menyusun indeks ekonomi yang 
didasarkan pada kondisi ekonomi di suatu negara 
atau daerah dan membandingkan fluktuasinya 
dengan kejahatan, 
c) Melalui studi kasus yaitu dengan menggambarkan 
pengaruh kondisi ekonomi dari individu yang 
bersangkutan terhadap pelaku kejahatannya. 
2) Batasan dan pengaruh dari kemiskinan dan 
kemakmuran  
Dengan munculnya konsep baru yang melihat 
kemiskinan sebagai konsep dinamis dan relatif yang 
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menggantikan konsep lama yakni kemiskinan sebagai 
konsep absolut dan statis, yang berarti ukuran 
kemiskinan berbeda menurut tempat dan waktu. 
 
d. Teori Differential Association 
Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa 
perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. 
Menurut Sutherland (I.S. Susanto, 1991:57), perilaku 
kejahatan adalah perilaku manusia yang sama dengan 
perilaku manusia pada umumnya yang bukan kejahatan. 
 
Setiap perbuatan manusia memounyai sebab-sebab yang 
merupakan faktor pendorong dilakukannya kejahatan tersebut. 
Pengkajian terhadap sebab timbulnya kejahatan merupakan salah 
satu bagian yang sangat mendapat perhatian bagi penegak hukum, 
khususnya Polri dalam melaksanakan tugasnya. Terdapat banyaknya 
faktor sebagai penyebab terjadinya peningkatan kejahatan yang 
dilakukan oleh manusia. Pelaksanaan pembangunan dalam rangka 
peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi juga 
mewujudkan dampak negatif berupa urbanisasi, kesenjangan sosial 
ekonomi, kepadatan penduduk, keterasingan masyarakat kota, 
disharmonis dalam rumah tangga dan sebagainya. Akibat negatif ini 
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berpengaruh pula terhadap peningkatan kejahatan yang dilakukan 
oleh manusia terutama di perkotaan. 
 
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Penanggulangan kejahatan Empiris (A.S. Alam dan Amir Ilyas, 
2010:79) terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu sebagai berikut. 
1. Pre-Emtif 
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah 
upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk 
mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan 
dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah 
menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik tersebut 
terinternalisasikan dalam diri seseorang. Meskipun ada 
kesempatan untuk melakukan pelanggaran ataupun kejahatan tapi 
tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan 
terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi 
hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal 
dari teori NKK, yaitu : Niat+Kesempatan terjadi Kejahatan. 
Contoh : 
Ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka 
pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas 
tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. 
47 
 
Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura, Sydney 
dan kota besar lainnya di dunia, jadi dalam upaya pre-emtif faktor 
niat tidak terjadi. 
 
2. Preventif 
Upaya-upaya prefentif ini adalah merupakan tindak lanjut 
dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tatanan pencegahan 
sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang 
ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk 
dilakukannya kejahatan. 
Contoh : 
Ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan 
karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan 
motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak 
terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif, kesempatan ditutup. 
 
3. Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindakan pidana 
atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law 
enforcermenet) dengan menjatuhkan hukuman. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
  
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana 
penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi 
penelitian dalam rangka penulisan proposal ini yaitu di Kabupaten Tana 
Toraja dan Toraja Utara. 
Sehubungan dengan data yang diperlukan dalam rencana 
penulisan ini, maka penulis menetapkan lokasi penelitian pada Polres 
Tana Toraja dan Lembaga Permasyarakatan Tana Toraja. Pemilihan 
lokasi penelitian ini atas dasar instansi tersebut berkaitan langsung 
dengan masalah yang di bahas dalam penulisan skripsi ini. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun metode penelitian yang dapat dipergunakan untuk 
memperoleh data guna menyusun skripsi ini sebagai berikut. 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari objek lapangan (Field 
Reseacrh), hasil wawancara langsung, dalam hal ini berupa data yang 
terhimpun dari pihak atau instansi yang terkait dalam penulisan ini. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka, 
berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan 
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laporan, majalah-majalah, artikel serta bahan literatur lainnya yang 
berhubungan dengan pembahasan masalah ini. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
1. Penelitian Pustaka (Library Research) 
Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan 
landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-
artikel sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan 
permasalahan yang diteliti. Data Primer dan Data Sekunder yang 
diperoleh dari lokasi penelitian. 
 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Kegiatan penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian 
dengan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer 
pada instansi atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian 
ini. 
 
D. Analisis Data 
Penulis dalam menganalisa data yang diperoleh dari hasil 
penelitian menggunakan teknik analisa data pendekatan kualitatif, yaitu 
merupakan tata cara penelitian di mana menghasilkan data yang 
deskriptif, yaitu yang dinyatakan oleh pihak yang terkait baik secara 
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tertulis maupun lisan. Dengan jalan menguraikan dan menggambarkan 
permasalahan yang ada dan yang tentunya berhubungan dengan 
masalah ini. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Tana Toraja adalah sebuah nama daerah yang terletak dalam 
Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ibu kota Makale. Terbentang mulai 
dari 280 Km sampai dengan 355 Km dari sebelah utara Ibu kota 
Sulawesi Selatan (Makassar). Tepatnya 2º-3º LS dan 199º-120º BT, 
dengan luas sekitar 3.205,77 Km² atau sekitar 5% luas Provinsi Sulawesi 
Selatan (http://tongkonanku.blogspot.com/2009/03/tana-toraja-andalan-
wisata-sulawesi.html, Akses 30 Januari 2013 pukul 21.15 Wita). 
Kecamatan Malimbong Balepe dan kecamatan Bonggakaradeng 
merupakan dua kecamatan terluas dengan luas masing-masing 211,47 
Km² dan 206,76 Km² atau luas kedua kecamatan tersebut merupakan 
20,35% dari seluruh wilayah Tana Toraja. Kabupaten Tana Toraja 
berbatasan dengan : 
a. Sebelah Utara : Kabupaten Toraja Utara 
b. Sebelah Timur : Kabupaten Luwu 
c. Sebelah Selatan : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang 
d. Sebelah Barat : Kabupaten Polewali Mandar 
Kabupaten Tana Toraja merupakan kabupaten yang menjadi hulu 
dari sungai terpanjang di Sulawesi Selatan, yaitu Sungai Sa’dan, dimana  
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aliran sungai ini melewati Kabupaten Enrekang dan hilirnya berada di 
Kabupaten Pinrang. 
  
1. Latar Belakang Tana Toraja 
Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas empat suku, yaitu suku 
Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. Suku Toraja merupakan salah satu 
yang terbesar diantaranya dimana masyarakatnya menetap di 
pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan, sebagian dataran Luwu dan 
Sulawesi Barat. 
Nama Toraja mulanya diberikan oleh suku Bugis Sidenreng dan 
Luwu. Orang Sidenreng menamakan penduduk daerah ini dengan 
sebutan “To Riaja” yang mengandung arti “orang yang berdiam di negeri 
atas atau pegunungan”. Sedangkan orang Luwu menyebutnya “To 
Riajang” yang berarti orang yang berdiam di sebelah barat. Ada juga 
versi lain yang mengatakan bahwa Toraja adalah “Toraya” yang berasal 
dari kata To (Tau) yang berarti orang dan Raya yang berasal dari kata 
Maraya yang berarti orang-orang besar atau bangsawan. Lama kelamaan 
penyebutan tersebut berubah menjadi Toraja dengan penambahan kata 
“Tana” di depannya yang berarti negeri, sehingga tempat pemukiman 
suku Toraja kemudian dikenal dengan nama Tana Toraja. Wilayah Tana 
Toraja juga digelar dengan sebutan Tondok Lili’na Lepongan Bulan Tana 
Matarik Allo yang dalam arti harafiahnya adalah negeri yang bulat seperti 
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bulan dan matahari (http://telukbone.ucoz.net/publ/2-1-0-8, Akses 30 
Januari 2013 pukul 21.30 Wita). 
Menurut L.T. Tangdilintin (1975:1), nama Tondok Lepongan Bulan 
atau Tana Matarik Allo (Tondok=Negeri, Lepongan=Kesatuan, 
Bulan=Bulan, Tana=Negeri, Matarik=Bentuk, Allo=Matahari) artinya 
adalah negeri yang bentuk pemerintahan dan kemasyarakatannya 
sebagai kesatuan yang bulat bagaikan bentuk bulan dan matahari. Nama 
Tondok Lepongan Bulan, Tana Matarik Allo bersumber dari terbentuknya 
negeri itu dalam suatu kebulatan dan kesatuan tata masyarakat yang 
terjadi berdasarkan : 
1. Suatu negeri yang terbentuk atas adanya persekutuan kebulatan 
berdasarkan atas suatu kepercayaan atau keyakinan masyarakat 
Toraja dahulu kala. Kepercayaan ini dikenal dengan aluk todolo 
yang bersumber dari negeri marinding banua puang yang dikenal 
dengan aluk pitung sa’bu pitu ratu’ pitung pulo pitu atau aluk sandak 
pitunna/aluk 7777 (agama/kepercayaan 7777). 
2. Suatu negeri yang dibentuk bulat oleh beberapa daerah adat tetapi 
menggunakan suatu dasar adat dan budaya yang terpencar 
(bersumber dari suatu sumber) bagaikan pancaran sinar bulan dan 
matahari. 
3. Suatu kesatuan negeri yang terletak pada bagian utara pegunungan 
Sulawesi Selatan yang sekarang dikenal dengan suku Toraja. 
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2. Topografi 
Kondisi topografi daerah Tana Toraja adalah pegunungan, 
berbukit dan berlembah. Terdiri dari 40% pegunungan dengan 
ketinggian antara 150 m sampai dengan 3.083 m di atas permukaan 
laut (dataran tinggi 20%, dataran rendah 38%, rawa dan sungai 2%), 
dengan perincian sebagai berikut : 
1) 18,425 Ha pada ketinggian 150 – 500 m = 5,80% 
2) 143,413 Ha pada ketinggian 501 – 1000 m = 44,70% 
3) 118,330 Ha pada ketinggian 1000 – 2000 m = 36,90% 
4) 40,508 Ha pada ketinggian 2000 m = 12,60% 
Bagian terendah adalah Kecamatan Bonggakaradeng, 
sedangkan daerah tertinggi berada di Kecamatan Rindingallo, dengan 
temperatur suhu rata-rata berkisar antara 15º C - 28º C, dengan 
kelembaban udara antara 82-86%. Curah hujan 1500mm/th sampai 
lebih dari 3500 mm/th. 
Keadaan geologi Tana Toraja lebih banyak dipengaruhi oleh 
formasi bebatuan dari Gunung Latimojong dengan mencakup luas 
wilayah sekitar 1.565,69 Ha atau 48,84% yang terdiri dari jenis 
bebatuan soprin coklat kemerah-merahan, soprin napalan abu-abu, batu 
gamping dan batu pasir kwarsit, serta gradorir diorir dan lain 
sebagainya. Jenis tanah di Tana Toraja berupa tanah aluvial kelabu, 
brown forest, mediteran dan podsolit merah kuning. 
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3. Administratif 
Secara administratif, sejak 26 Desember 2008, Kabupaten Tana 
Toraja telah resmi mengalami pemekaran menjadi dua kabupaten yaitu 
Kabupaten Tana Toraja dengan ibu kota Makale, dan Kabupaten Toraja 
Utara dengan ibu kota Rantepao. 
Kabupaten Toraja Utara merupakan kabupaten yang memiliki 
luas wilayah 115.47 Ha, jumlah penduduknya adalah 226.479 jiwa, 
dengan 21 (dua puluh satu) kecamatan dan 133 (seratus tiga puluh tiga) 
desa. 
Wilayah pemerintahan Tana Toraja pasca pemekaran terdiri dari 
19 (sembilan belas) kecamatan, yaitu Bonggakaradeng, Rano, 
Simbuang, Mappak, Mengkendek, Gandangbatu Sillanan, Sangalla, 
Sangalla Selatan, Sangalla Utara, Makale, Makale Utara, Makale 
Selatan, Saluputti, Bituang, Rembon, Masanda, Malimbong Balepe, 
Rantetayo dan Kurra. 
Pada Kabupaten Tana Toraja, Kecamatan Malimbong Balepe 
dan Kecamatan Bonggakaradeng merupakan dua kecamatan terluas 
dengan luas masing-masing 211,74 Km² dan 206,76 Km² atau luas 
kedua kecamatan tersebut merupakan 20,35% dari seluruh luas wilayah 
Kabupaten Tana Toraja. Sedangkan Kecamatan Makale Utara 
56 
 
merupakan kecamatan terkecil dengan luas wilayah 26,08 Km² atau 
1,27% dari luas wilayah Kabupaten Tana Toraja. 
 
4. Kependudukan 
Keberadaan lembaga adat dalam suatu kelompok masyarakat 
harus diakui dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat 
bersangkutan yang memungkinkan adat-istiadat serta tradisi semakin 
mapan dan tumbuh berkembang secara dinamis dalam menghadapi 
perubahan dari waktu ke waktu. Silsilah tersebut diakui dengan sejarah 
dan peristiwa dari waktu ke waktu khususnya Tongkonan yang masih 
tetap berfungsi sampai saat ini. 
Identifikasi melalui silsilah serta sejarah perkembangan tiap 
lembaga adat atau kelompok dalam mempertahankan eksistensinya 
dapat ditelusuri sehingga merupakan kebanggaan setiap insan Toraja. 
Bermacam-macam sejarah dengan versi masing-masing baik dalam 
dongeng rakyat, atau sajak yang diucapkan dalam bahasa tinggi (Kada 
Tomina) dapat dibuktikan keberadaannya sampai sekarang dalam 
bentuk budaya, adat-istiadat dan upacara-upacara adat. Penamaan 
kelompok dengan Tongkonan atau lembaga adat selamanya dikaitkan 
dengan nama lokasi atau tempat bermukim. 
Kelembagaan masyarakat Toraja merupakan kelembagaan adat 
yang masih eksis dan berperan nyata dalam pembangunan kehidupan 
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sehari-hari masyarakat Toraja. Lembaga masyarakat lokal pada 
dasarnya menangani semua aspek kehidupan masyarakat dan 
pembangunan, akan tetapi selama pemerintahan orde baru peran 
lembaga masyarakat adat lokal ini dipersempit, hanya pada bsidang 
spiritual/kepercayaan dan pelaksanaan ritual adat saja, sedangkan 
peran dalam bidang pembangunan hukum dan sosial masyarakat 
lainnya sangat dibatasi. 
Pada era reformasi pelaksanaan otonomi daerah secara nyata 
mulai dibangun dengan menata ulang pemerintahan. Penataan ini 
dimulai dengan menggabungkan beberapa desa dalam satu wilayah 
menjadi satu desa yang disebut Lembang. Lembang sebagai pengganti 
istilah desa merupakan wilayah kesatuan masyarakat adat Tana Toraja, 
dimana pemerintahannya dilaksanakan oleh Kepala Lembang (kepala 
desa) didampingi oleh ketua adat sebagai penasihat. Kepala Lembang 
ini pada umumnya juga merupakan tokoh masyarakat. 
Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Tana Toraja pada 
umumnya adalah bertani dan berternak. Usaha tani yang dilakukan oleh 
masyarakat adalah usaha tani tanaman pangan dan usaha tani 
tanaman perkebunan. Dalam berternak, adalah usaha dalam berternak 
kerbau, babi maupun ayam. Dalam pelaksanaan usaha-usaha tersebut 
dilakukan oleh masyarakat secara bersamaan, artinya dalam satu 
rumah tangga biasanya dilakukan ketiga hal tersebut (usaha tani 
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tanaman pangan, tanaman perkebunan dan berternak). Hal ini 
disebabkan karena hasil dari ketiga usaha tersebut, misalnya padi, 
vanili, kopi, cengkeh, kakao, kerbau, babi maupun ayam dibutuhkan 
dalam berbagai upacara ritual masyarakat adat Toraja setiap tahunnya. 
Jumlah penduduk di Kabupaten Tana Toraja tahun 2010 adalah 
240.249 jiwa yang tersebar pada masing-masing desa. Jumlah 
penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada jenis 
kelamin perempuan, yaitu 122.454 jiwa untuk penduduk laki-laki dan 
117.795 jiwa untuk penduduk perempuan. Kecamatan Mengkendek 
merupakan kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang 
paling tinggi dengan jumlah penduduk 31.439 jiwa dan Kecamatan 
Masanda merupakan kecamatan yang paling rendah tingkat kepadatan 
penduduknya yaitu 5.595 jiwa. 
 
5. Kehidupan Sosial Budaya 
Sebagaimana halnya dengan masyarakat adat lainnya di 
Indonesia yang mengenal stratifikasi keturunan dalam masyarakat, 
maka masyarakat Toraja juga mengenal adanya stratifikasi tersebut. 
Stratifikasi keturunan atau susunan tingkatan keturunan dalam 
masyarakat Toraja terbagi dalam tiga kelompok masyarakat adat yang 
lebih kecil berdasarkan lesoan aluk (aturan dan cara pelaksanaan 
agama), yang masing-masing lingkungan tersebut mempunyai tingkatan 
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tertinggi yang berbeda namanya serta terdapat juga variasi perbedaan 
lapisan masyarakatnya. 
Menurut L.T. Tangdilintin (1975:36), daerah adat di Tana Toraja 
dapat digolongkan menjadi : 
1. Bagian selatan, dikuasai oleh penguasa adat yang bergelar 
Puang dengan daerah adat bernama Padang Dipuangi atau 
daerah adat Kapuangan. Daerah ini terdiri atas kelompok adat 
Tallu Batupapan, Endakan serta kelompok adat Tallu 
Lembangna (Makale, Mengkendek dan Sangalla’). 
2. Bagian timur dan utara dikuasai oleh penguasa adat dengan 
gelar Siambe’ dalam jabatan Toparenge’-toparenge’, Sokkog 
Bayu. Daerahnya dikenal dengan nama daerah adat Padang 
Diambe’i atau daerah adat Dipakamberan. Daerah ini terdiri 
atas : 
a) kelompok adat Balimbing Kalua’ 
b) kelompok adat Basse Sang Tempe’ 
c) kelompok adat Sa’dan Balusu 
d) kelompok adat Seko Rongkong 
3. Bagian  barat, dikuasai oleh penguasa adat yang bergelar 
Ma’dika dengan daerah adatnya bernama Padang Dima’dikai. 
Daerah ini terdiri dari kelompok adat Tokalambunan dan 
kelompok adat Pitu Ulunna Satu Karua Ba’bana Minanga. 
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Saat ini di Kabupaten Tana Toraja terdapat lima macam agama 
yaitu Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam, Hindu dan Budha. 
Walaupun masing-masing dari mereka telah memeluk salah satu agama 
dari yang tersebut di atas namun masih saja ada yang menggabungkan 
kepercayaan dari agama yang mereka anut tersebut dengan 
kepercayaan peninggalan nenek moyang yang terkadang berbau mistis. 
Sebelum masuknya agama tersebut, masyarakat Toraja 
menganut kepercayaan leluhur yang diwarisi secara turun temurun yang 
disebut Aluk Todolo (aluk = kepercayaan, to = orang, dolo = dulu) yang 
artinya kepercayaan orang dulu atau kepercayaan leluhur, dan masih 
dianut oleh sebagian kecil masyarakat Toraja. Aluk bukan hanya 
keyakinan tetapi mencakup pula ajaran, upacara (ritual) dan larangan, 
jadi dalam kehidupan masyarakat Toraja adakalanya ketika kita 
membicarakan aluk tidak hanya mengartikan agama atau keyakinan 
saja tetapi juga berarti aturan serta tata kebiasaan atau mengartikan 
upacara atau pemali. 
Pelaksanaan upacara-upacara adat dalam masyarakat 
dilaksanakan berdasarkan ajaran-ajaran aluk todolo, baik dalam 
upacara rambu tuka’ (rambu = asap, tuka = naik) yang biasa juga 
disebut aluk rampe matallo (aluk = upacara, rampe = bagian, matallo = 
tempat matahari terbit) yang artinya upacara kegembiraan, upacara 
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kesenangan (ucapan syukur) yang dilaksanakan pada pagi hari; 
maupun dalam upacara rambu solo’ (rambu = asap, solo’ = turun) yang  
biasa juga disebut aluk rampe matampu’ (matampu = tempat matahari 
terbenam) yang berarti upacara kedukaan yang dilaksanakan pada sore 
hari. 
 Upacara rambu solo’ adalah upacara pemakaman adat Toraja. 
Pada upacara ini biasa terjadi kesalahan istilah yang mengatakan pesta 
orang mati, hal ini tidak dibenarkan karena rambu solo’ itu sendiri 
bukanlah pesta melainkan upcara kedukaan. Leluhur menyebutnya 
dengan istilah rambu solo’ yang artinya hati yang sedang menurun 
karena penuh duka dan sedih ratapan keluarga. 
Dalam upacara rambu solo’ terdapat beberapa hal yang bila 
dilihat dari segi hukum kita sesungguhnya merupakan suatu 
pelanggaran namun telah membudaya, misalnya disediakannya rokok, 
tuak atau ballo (minuman tradisonal yang terbuat dari sari pohon aren) 
oleh si empunya upacara yang tidak boleh ditolak bila telah ditawarkan 
pada tamu yang datang; maupun kegiatan bulangan londong 
sembangan suke baratu yang berarti mengikat taji di kaki ayam jantan 
atau dengan kata lain kegiatan ini adalah sabung ayam yang otomatis 
menjurus pada perjudian, namun bulangan londong sembangan suke 
baratu ini bukanlah kegiatan yang bisa dilaksanakan dalam setiap 
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upacara rambu solo’ karena hanya golongan (strata/kasta) tertentu saja 
yang dapat melakukannya. 
Rambu solo’ sebagai suatu upacara adat budaya Tana Toraja 
dilaksanakan atas pemahaman leluhur (dandanan sangka’) pada masa 
lampau dan hingga kini masih dilaksanakan oleh orang Toraja yang 
sudah memeluk agama lain yang dibenarkan oleh ideologi Pancasila di 
Indonesia. Begitu luasnya kegiatan rambu solo’ itu dilaksanakan oleh 
orang Toraja, hal ini adalah amanah dan pesan leluhur kepada anak, 
cucu, cicit serta berkesinambungan hingga turunan kesekian. Upacara 
rambu solo’ merupakan satu upacara yang akan menentukan 
pembagian warisan sawah kepada anak-anak almarhum. Hal inilah 
yang menyebabkan sehingga nilai sawah di Toraja itu sangat tinggi 
dinilai dalam jumlah kerbau (Daniel Tulak, 2009:49). Upacara rambu 
solo’ merupakan upacara yang tidak bisa dipaksakan tetapi harus 
dilakukan sesuai dengan pemahaman adat budaya Toraja. 
Masyarakat di daerah Tana toraja pada umumnya hidup 
bergotong royong dan hal ini sangat jelas terlihat, umumnya pada waktu 
mendirikan rumah dan pada pelaksanaan upacara adat rambu solo’ 
maupun rambu tuka’. Pada kedua upacara adat ini masyarakat sangat 
kuat memegang tradisi dan adat istiadatnya. Adat dan tradisi ini 
sebenarnya merupakan agama dan adat dari nenek moyang 
masyarakat Toraja dahulu yang dikenal dengan aluk todolo. Namun 
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pada saat ini sudah tidak bermotif demikian, karena terkadang 
pelaksanaan upacara-upacara tersebut hanya sebagai prestise keluarga 
saja. Ditinjau dari segi sosial ekonomi dalam upacara rambu solo’ dan 
rambu tuka’ adalah merupakan suatu upacara besar-besaran dengan 
biaya dan tenaga yang tidak sedikit; namun ditinjau dari segi pariwisata, 
karena daerah ini merupakan daerah wisata, maka upacara-upacara 
adat tersebut merupakan salah satu objek wisata yang sangat menarik 
bagi wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik yang 
datang berkunjung di Toraja. Umumnya upacara-upacara adat tersebut 
dilakukan pada waktu selesai panen. 
 
B. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian barang 
bersejarah di kabupaten Tana Toraja. 
Terjadinya suatu kejahatan tidak serta merta terlaksana begitu 
saja tentunya kejahatan tersebut dilatarbelakangi oleh banyak faktor bisa 
terjadi karena dorongan desakan ekonomi, atau karena lemahnya upaya 
penegakan hukum di suatu daerah tertentu. 
Hal yang sama juga sangat mungkin terjadi di kabupaten Toraja 
tempat penulis melakukan penelitian. Penelitian yang dilakukan penulis 
terkait mengenai pencurian barang bersejarah. Sebagai kabupaten yang 
kental akan adat istiadat benda-benda bersejarah bisa ditemui 
dimanapun di wilayah Tana Toraja. Berdasarkan data yang ditemukan 
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penulis terkait pencurian barang bersejarah tersebut, ditemukan data 
bahwa terhitung sejak tahun 2006 sampai saat ini telah terjadi beberapa 
kali pencurian barang bersejarah di kabupaten di tanah toraja 
diantaranya : 
1. Pada tahun 2006  terjadi pencurian patung di wilayah cagar budaya 
Suaya, sangalla’. Patung yang sempat dicuri telah berhasil dibawa 
sampai ke Bali tetapi oleh petugas bea cukai Bali berhasil diamankan. 
Setelah diproses, patung tersebut dikembalikan ke Toraja. 
2. Pada tahun 2006 terjadi pencurian barang bersejarah berupa gendang 
di daerah Bonggakaradeng. 
3. Pada tahun 2007 terjadi pencurian mumi yang diperkirakan berusia 
ratusan tahun berjenis kelamin perempuan di wilayah Rindingallo. 
Pelaku berjumlah tiga orang dan diringkus di wilayah Rantepao  
4. Pada tahun 2012 terjadi pencurian tulang manusia di wilayah cagar 
budaya Londa. Tetapi pelaku dihukum secara adat. 
 
Berdasarkan data diatas penulis melakukan wawancara dengan 
bapak Abraham Tahalele selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal  pada 
Kepolisian Resort Tana Toraja yang dilakukan pada tanggal 24 Januari 
2013. Penulis mempertanyakan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi  
pelaku sehingga melakukan tindak pidana pencurian benda bersejarah 
tersebut. Beliau mengemukakan bahwa benar ada kasus pencurian 
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barang bersejarah yang terjadi di wilayah Tana Toraja pada tahun 2006, 
2007 dan terakhir pertengahan tahun 2012. Kasus yang terjadi pada 
tahun 2006 dan 2007 itu dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi. Ini 
dikarenakan jika pelaku menjual benda bersejarah tersebut, barang 
bersejarah ini bisa dijual kepada penadah atau orang yg gemar 
mengoleksi barang bersejarah tersebut dengan harga yang mahal. Inilah 
yang melatarbelakangi pelaku berani mengambil barang-barang yang 
memiliki nilai sejarah di wilayah cagar budaya dikarenakan resiko dan 
harga jual dari barang ini sangat sepadan. Lain lagi dengan kasus yang 
terjadi pada tahun 2012 tentang pencurian tulang manusia. Pelaku 
sebenarnya tidak mempunyai keinginan untuk mengambil barang 
bersejarah di wilayah cagar budaya Tana Toraja, tetapi pelaku 
mengatakan dia hanya meminjam tulang manusia tersebut untuk 
penyembuhan penyakit yang telah lama dideritanya. Tetapi kasus ini 
tidak diproses karena pelapor mencabut laporannya dan pelaku akan 
dihukum secara adat. 
Sebagaimana dikemukakan oleh bapak Abraham Tahalele diatas, 
penulis beranggapan bahwa pencurian yang terjadi pada umumnya 
dikarenakan oleh faktor ekonomi sehingga pelaku berani mencuri barang 
bersejarah karena tahu barang bersejarah memiliki nilai ekonomi yang 
tinggi. Disamping itu, faktor penyembuhan juga  berkaitan dalam dengan 
faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melakukan kejahatan. 
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Penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Marthen 
Tandipayuk selaku pelapor pada tindak pidana pencurian tulang manusia 
yang terjadi di wilayah kawasan cagar budaya Londa. Beliau 
mengemukakan bahwa pernah terjadi pencurian di lokasi tersebut yaitu 
berupa pencurian tulang manusia. Beliau sebagai orang yang 
bertanggung jawab untuk menjaga daerah cagar budaya Londa, ketika 
itu pelaku tertangkap tangan oleh beliau ketika akan mengembalikan 
tulang yang menurut pelaku dia hanya meminjam tulang tersebut untuk 
pengobatan alternatif bagi penyakit yang dialami oleh si pelaku. Tapi pak 
Marthen tidak begitu sj mempercayai perkataan si pelaku dan langsung 
melaporkannya ke Polres Tana Toraja untuk di proses. Namun pada 
akhirnya laporan tersebut dicabut dan pelaku dikenakan sanksi secara 
hukum adat yang berlaku di daerah setempat. 
Menanggapi komentar pelapor tersebut diatas penulis 
beranggapan bahwa ternyata di Kabupaten Tana Toraja masyarakatnya 
lebih mengutamakan penyelesaian masalah secara hukum adat yang 
berlaku di daerah tersebut daripada menyelesasikan masalah menurut 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 
Berdasarkan hasil pengamatan yg dilakukan penulis, penulis 
berpendapat bahwa barang bersejarah di Kabupaten Tana Toraja sangat 
mudah dijumpai dikarenakan barang-barang tersebut diletakkan begitu 
saja oleh pemiliknya tanpa ada pengamanan dan pengawasan yang 
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ketat. Hal ini dikarenakan tingginya tingkat kepercayaan antar 
masyarakat setempat yang mempercayai jika mereka berani mengambil 
barang bersejarah tersebut mereka akan mendapat malapetaka atau 
kesialan menurut keyakinan masyarakat di sana tetapi kenyataan yang 
terjadi masih ada saja yang berani mencuri barang tersebut dengan 
alasan faktor ekonomi sehingga tidak mengindahkan pemali yang 
tumbuh dan dipercayai oleh masyarakat di sana. 
Berdasarkan hasil penelitian yg dilakukan penulis baik data-data 
yang diperoleh dari Kepolisian Resort Kabupaten Tana Toraja melalui 
wawancara dan penelitian lapangan (observasi) penulis berkesimpulan 
bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pencurian barang bersejarah di 
Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut : 
1) Kurangnya tingkat pengamanan di lokasi barang bersejarah baik dari 
pihak keluarga, aparat kepolisian, dinas pariwisata, dan pemerintah 
setempat. 
2) Tingginya nilai ekonomi dari barang bersejarah tersebut yang 
menyebabkan orang berkeinginan untuk mencuri dan menjualnya. 
3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga warisan budaya 
yang ada di sekitar daerah tempat tinggal mereka. 
4) Adanya kepercayaan yang menganggap bahwa barang bersejarah 
tertentu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit. 
Contohnya : tulang manusia. 
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C. Upaya yang Dilakukan Aparat Kepolisian dalam Menangani Kasus 
Pencurian Barang Bersejarah di  Kabupaten Tana Toraja. 
Pencurian barang bersejarah yang terjadi di Kabupaten Tana 
Toraja, penulis menganggap perlu dilakukannya serangkaian upaya 
dalam rangka melindungi barang bersejarah dari pihak-pihak yang tidak 
bertanggung jawab. Mengingat bahwa benda bersejarah merupakan aset 
yang sangat penting sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). 
Pada penelitian yang dilakukan penulis pada tanggal 25 Januari 
2013 penulis melakukan wawancara pada bapak Abraham Tahalele 
selaku Kasat Reskrim Polres Tana Toraja, beliau mengemukakan bahwa 
dalam upaya menanggulangi pencurian barang bersejarah di Kabupaten 
Tana Toraja, Polres Tana Toraja melakukan koordinasi dengan Bimas 
Tana Toraja. Selain itu hal yang serupa juga dilakukan oleh aparat 
kepolisian melalui Babinkantibmas Polres Tana Toraja dalam melakukan 
penyuluhan kepada masyarakat di masing-masing kecamatan di wilayah 
hukum Polres Tana Toraja. 
Apa yang dikemukakan tersebut diatas, sudah baik namun penulis 
ingin menambahkan bahwa perlu dilakukan patroli untuk meminimalisir 
kejahatan pencurian khususnya pencurian barang bersejarah atau 
melakukan peningkatan pengamanan khususnya bagi wisatawan 
domestik maupun mancanegara dan para peserta yang melakukan study 
tour ke Tana Toraja. 
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Selain melakukan penelitian pada kantor kepolisian, penulis juga 
melakukan wawancara dengan masyarakat adat Tana Toraja terkait 
peran serta masyarakat terhadap kejahatan pencurian barang bersejarah. 
Bapak Dominggus mengemukakan bahwa yang beliau lihat selama ini 
aparat kepolisian kurang aktif dalam melakukan pengamanan terhadap 
barang bersejarah. Selain itu juga kurangnya kesadaran masyarakat 
dalam berperan membantu polisi menjaga benda bersejarah di 
lingkungan sekitar mereka. Ada juga masyarakat yang menjadi korban 
pencurian tapi tidak melaporkannya kepada aparat kepolisian seperti 
yang pernah terjadi di wilayah Kecamatan Sesean. 
Menanggapi komentar diatas, penulis menyimpulkan bahwa selain 
kurang aktifnya aparat kepolisian dalam mencari infomasi dari 
masyarakat ternyata ada juga korban pencurian yang membiarkan 
kejadian tersebut sehingga masyarakat sekitarpun tidak ingin 
mencampuri dengan kejadian yang terjadi pada keluarga korban. 
Berdasarkan hasil pengamatan lapangan yang dilakukan oleh 
penulis, penulis menemukan bahwa pihak kepolisian jarang terlihat 
melakukan patroli dalam upaya menjaga barang-barang bersejarah. 
Padahal penulis beranggapan bahwa hal itu perlu dilakukan guna 
memantau keberadaan barang2 bersejarah di Tana Toraja. Selain itu 
perlu juga dilakukan penyuluhan kepada  masyarakat apabila terjadi 
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kejahatan pencurian barang bersejarah agar segera melaporkan kejadian 
tersebut ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.  
Berdasarkan hasil pemaparan dan pembahasan hasil penelitian 
diatas, penulis berkesimpulan bahwa upaya yang dilakukan pihak 
kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian barang bersejarah 
di Kabupaten Tana Toraja mencakup : 
1) Melakukan penyuluhan oleh Babinkantibmas di tiap kecamatan di 
Kabupaten Tana Toraja. 
2) Aparat kepolisian harus lebih aktif melakukan patroli untuk 
meminimalisir kejahatan pencurian barang bersejarah. 
3) Aparat kepolisian harus menjalin hubungan yang baik dengan 
masyarakat agar masyarakat lebih berpartisipasi dalam membantu 
penanggulangan kejahatan pencurian barang bersejarah di lingkungan 
mereka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
71 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan 
bahwa : 
1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan 
pencurian barang bersejarah di Kabupaten Tana Toraja, 
meliputi : 
a. Kurang tingkat keamanan di lokasi barang bersejarah baik 
dari pihak keluarga, aparat kepolisian, dinas pariwisata, dan 
pemerintah setempat. 
b. Tingginya nilai ekonomi dari barang bersejarah tersebut 
yang menyebabkan orang berkeinginan untuk mencuri dan 
menjualnya. 
c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga warisan 
budaya yang ada di sekitar daerah tempat tinggal mereka. 
d. Adanya kepercayaan yang menganggap bahwa barang 
bersejarah tertentu memiliki kemampuan untuk 
menyembuhkan penyakit. Contohnya : tulang manusia. 
72 
 
2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian 
dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian barang 
bersejarah di Kabupaten Tana Toraja yakni : 
a. Melakukan penyuluhan oleh Babinkantibmas di tiap 
kecamatan di Kabupaten Tana Toraja. 
b. Aparat kepolisian harus lebih aktif melakukan patroli untuk 
meminimalisir kejahatan pencurian barang bersejarah. 
c. Aparat kepolisian harus menjalin hubungan yang baik 
dengan masyarakat agar masyarakat lebih berpartisipasi 
dalam membantu penanggulangan kejahatan pencurian 
barang bersejarah di lingkungan mereka. 
 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan sebagaimana dikemukakan di atas, 
penulis menyarankan agar : 
1. Setiap masyarakat seharusnya dapat menyadari akan pentingnya 
nilai yang terkandung dalam setiap barang bersejarah terutama bagi 
perkembangan kebudayaan daerah setempat dengan cara segera 
melaporkan kepada aparat kepolisian bila diduga telah tejadi 
kejahatan pencurian barang bersejarah di sekitar wilayah tempat 
tinggal mereka bukan hanya bertindak pasif. 
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2. Aparat berwenang (instansi pemerintah dalam hal ini Dinas 
Pariwisata) seharusnya bekerjasama dengan aparat kepolisian dalam 
menjaga barang bersejarah yang berada di wilayah cagar budaya. 
3. Aparat kepolisian selaku pihak yang berperan langsung dalam 
penegakan hukum dan yang bertugas dalam upaya penanggulangan 
seharusnya dapat bertindak lebih aktif dengan melakukan koordinasi 
dengan lembaga-lembaga terkait seperti Dinas Pariwisata dan 
pemerintah setempat. 
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